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PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PENGATURAN PERUSAHAAN 

PERANTARA PERDAGANGAN (MAKELAR) PADA BIDANG 

PROPERTI DI INDONESIA DAN DI SINGAPURA. 

ABSTRAK 

 Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu 

sumber daya alam utama, selain mempunyai nilai yang mendalam bagi rakyat 

Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan Negara dan 

rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional maupun 

dalam hubungannya dengan dunia Internasional dan Singapura adalah salah satu 

Negara yang letaknya tidak jauh dengan Indonesia, tentunya dengan perkembangan 

zaman peraturan-peraturan mengenai tanah akan berkembang menjadi peraturan-

peraturan baru, yaitu mencangkup tentang properti, peraturan-peraturan perantara 

perdagangan properti telah diatur baik di Indonesia maupun di Singapura untuk 

memperbaiki sistem properti dikedua Negara tersebut dan dapat menimbulkan 

peraturan-peraturan yang berbeda yang bisa dijadikan perbandingan baik dalam 

persamaan dan perbedaan untuk Indonesia dan Singapura agar bisa melengkapi 

peraturan yang dibutuhkan oleh kedua Negara tersebut.   

 Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang digunakan 

adalah yuridis normatif yang memiliki sumber penelitiannya adalah data 

kepustakaan. Penelitian yang diakukan adalah deskriptif analitik yang 

mengambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan 

kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah 

pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. 

 Hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa Indonesia dan Singapura mengatur 

aturan yang sama dalam bidang perusahaan perantara perdagangan properti, untuk 

menjadikan aturan yang baik bagi para pelaksana kegiatan perantara perdagangan 

kedepannya. Indonesia denganSingapura bisa bekerja sama dalam pembangunan 

atau perancangan peraturan perundang-undangan tentang perusahaan perantara 

perdagangan properti untuk memajukan kedua negara tersebut, yang berbeda untuk 

saat ini adalah aturan mengenai strict liability dan mengenai beratnya sanksi yang 

dijatuhkan. 
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COMPARATIVE STUDY OF LAW SETTING REMAILING COMPANY 

TRADE (BROKER) ON THE PROPERTY IN INDONESIA AND 

SINGAPORE 

ABSTRACT 

Land is one of the main resource in Indonesia’s area, it has really high value 

to Indonesian citizen, and strategically functional in fulfilling needs of this country 

and developing and varied, citizen, not only in national level but also in 

international relation, Singapore is one of country that located not far from 

Indonesia, alongside with global development law land is going to grow become 

new rules contain rules about property, and brokerage have been managed in 

Indonesia and Singapore to improve property system in both country and this 

growth could cause different rules that can be compared in equation and difference 

for Indonesia and Singapore to complete the rules needed for both country. 

The method used in this research is a normative juridical with library-based 

data source. The research is descriptive analytic to describe something with words 

or sentences, then separated based on their categories to get the conclusion. The 

research approach includes legislation and comparative approach. 

The research result show that Indonesia and Singapore set the same rules 

in the field of remailing company trade property , to make the best for the 

implementation intermediaries trade in the future. Indonesia and singapore could 

work in development or design perundang-undangan regulation of the company 

intermediaries trade property to advance the two countries , different from the 

current rules of strict liability and particular sanctions application. 
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